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ABSTRACT

This research was conducted to find out and analyze the legal
consequences of divorce on marital assets which were resolved
through the Sleman District Court, and the legal considerations used
as the basis by judges in deciding divorce cases and the consequences
for marital assets.This research was conducted library research and
also carried out field research. The data obtained from the results of
library research and field research were analyzed qualitatively. The
data are described further with the method of descriptive analysis,
namely in discussing the problem is done by identifying, analyzing
and interpreting the data that has been obtained to draw a conclusion.
The results of the study show that the legal basis for the judge’s
considerations in resolving divorce cases is due to economic factors
which cause disputes and continuous bickering in case Number: 18/
Pdt.G/2022/PN. Smn. by using Article 39 of Law Number 1 of 1974
concerning Marriage jo. Article 19 letter f in Government Regulation
of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 concerning the
Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage,
t The Panel of Judges is of the opinion that because between the
Plaintiff and the Defendant as husband and wife there are frequent
disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony in the
household again. Child custody is with both parents based on Article
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41 Jo. Article 45 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage,
and claims for the division of joint assets cannot be accepted, because
the Plaintiff and Defendant have combined the divorce suit and the
lawsuit for sharing joint assets, the divorce suit is subject to a special
procedural law regulated in the Law Number 1 of 1974 concerning
Marriage and its implementing regulations, while claims for the
distribution of joint assets are subject to the general procedural law
regulated in the Herziene Inlandsch Reglement/HIR (Civil Procedure
Law). Furthermore, the distribution of joint assets is carried out in a
family manner.

Keywords: Divorce; Marital Property; Distribution of Marital
Property

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengnalisis
tentang akibat hukum adanya perceraian terhadap harta
perkawinan yang diselesaian melalui Pengadilan Negri Sleman,
dan pertimbangan hukum yang dipakai dasar oleh hakim
dalam memutus perkara perceraian dan akibatnya terhadap
harta perkawinan. Penelitian ini dilakukan dengan metode
penelitian berupa penelitian kepustakaan dan juga dilakukan
penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian
kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kuali-
tatif. Data tersebut diuraikan lebih lanjut dengan metode
deskriptif analisis, yaitu dalam membahas permasalahan
dilakukan dengan cara mengidentifikasikan, menganalisis dan
menafsirkan data yang telah diperoleh untuk diambil suatu
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar hukum
pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian
karena faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya perse-
lisihan dan pertengkaran terus menerus pada perkara Nomor:
18/Pdt.G/2022/PN. Smn. dengan menggunakan Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
jo. Pasal 19 hurf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat oleh
karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri
terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
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tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Hak asuh anak ada pada kedua orang tuanya yang didasarkan
pada Pasal 41 Jo. Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, dan gugatan pembagian harta
bersama tidak dapat diterima, karena Penggugat dan Tergugat
telah menggabungkan antara gugatan perceraian dengan
gugatan pembagian harta bersama, gugatan perceraian tunduk
pada Hukum Acara yang bersifat khusus yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan peraturan pelaksanaannya, sedangkan gugatan pembagian
harta bersama tunduk pada Hukum Acara yang bersifat
umum yang diatur dalam Herziene Inlandsch Reglement/HIR
(Hukum Acara Perdata). Selanjutnya pembagian harta bersama
dilaksanakan secara kekeluargaan.

Kata Kunci: Harta Perkawinan; Pembagian Harta Perkawinan;
Perceraian

PENDAHULUAN

Di dalam Undang Undang Perkawinan yaitu Undang Undang
Nomor 1 Thaun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 9 Tahun 2019 dapat ditemukan asas-asas dari hukum
perkawinan nasional di Indonesia yang mencakup hal-hal sebagai
berikut :

1. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir-bathin yang
harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, yang
bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
atas dasar Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama
dan kepercayaannya masing-masing.

3. Setiap perkawinan harus dicatatkan.

4. Suami dan isteri mempunyai kedudukan yang seimbang, baik
dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan
hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak
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berhak melakukan perbuatan hukum dengan pembagian
tugas suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu
rumah tangga.

Seoramng pria dan seorang wanita masing-masing hanya
boleh memiliki seorang isteri dan seorang suami, walaupun
seorang pria atas dasar alasan dan syarat-syarat tertentu boleh
beristeri lebih dari seorang.

Bahwa usia minimal untuk melangsungkan perkawinan
adalah 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita, dan ijin
orang tua masih tetap diperlukan apabila yang bersangkutan
belum mencapai usia 21 tahun.

Di dalam hubungan-hubungan dan keadaan-keadaan tertentu
(hubungan darah, semenda, susuan, agama/peraturan, telah
bercerai kedua kalinya, belum habis waktu tunggu), dilarang
orang untuk melangsungkan perkawinan, dan dalam hal-hal
tertentu pula perkawinan dapat dicegah dan dibatalkan.
Perceraian hanya dapat dilangsungkan atas dasar alasan-
alasan yang telah ditentukan, dan setelah perceraian kewajiban
orang tua terhadap anak masih tetap ada.

Perjanjian kawin dapat diadakan sebelum atau pada waktu
perkawinan dilangsungkan.

Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan men-
jadi harta bersama dari suami isteri, kecuali ditentukan lain
menurut perjanjian perkawinan.

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang
warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing.
Perkawinan ini dapat dilangsungkan di luar negri.

Seorang anak dianggap anak sah apabila dilahirkan sebagai
akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan
di luar perkawinan yang sah dianggap hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Dalam hubungan dengan peradilan, yang melakukan per-
adilan adalah peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama
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bagi yang beragama Islam dan peradilan dalam lingkungan
Peradilan Umum bagi yang lainnya [1].

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang baha-
gia dan kekal, maka Undang Undang Perkawinan mengatur
prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Dan untuk me-
mungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta
harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang Bahagia
dan kekal. Akan tetapi perkawinan dalam membentuk keluarga
terkadang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Untuk Mem-
bangun rumah tangga memang tidak mudah perlu persiapan lahir
dan batin [2].

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian,
perceraian, dan keputusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal
38 s/d Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal
35 Pearturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Setiap pernikahan tentu menginginkan keharmonisan dan
kebahagiaan dalam membangun keluarga. Namun, dinamika
rumah tangga yang berliku dan banyak dipengaruhi faktor-faktor
lain yang pada akhirnya berdampak pada ketidakserasian dan
ketidakharmonisan yang dirasakan oleh suami atau istri [3].

Dalam praktek kehidupan masyarakat putusnya perkawinan
karena perceraian sering terjadi, dan sebagai akibat putusnya
perkawinan karena perceraian itu sering timbul permasalahan
baik terhadap anak, suami istri maupun terhadap harta bersama
dalam perkawinannya.

Dalam perkawinan harta adalah faktor yang sangat krusial
dari akibat perceraian. Karena pada pokoknya antara suami-istri
tentunya akan mempersoalkan mengenai harta yang dimiliki
keduanya semasa perkawinan keduanya. Akibat Hukum yang
terjadi setelah perceraian dalam pembagian harta yang telah diatur
di pasal 37 yaitu “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” tentang
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“Perkawinan” disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena
perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”.
Sebagaimana dikatakan sebagai hukum masing-masing yaitu
hukum adat, hukum agama. Dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974” mengenai Harta Perkawinan tidak di jelaskan secara rinci
mengenai harta bersama baik dari suami ataupun istri. Dalam UU
Perkawinan menyatakan adanya penyerahan kepada pihak suami-
istri untuk menyelesaikan permasalahan sengketa pembagian
harta tersebut, namun apabila diantara keduanya tidak adanya
suatu kata sepakat disini peran Hakim dapat mempertimbangkan
dengan seadil-adilnya dan sewajar-wajarnya [4].

Mengenai harta bersama dalam perkawinan diatur dalam
Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
yaitu :

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi
harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan
harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah
atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang Nomor 1 Tahun 1974
tersebut dapat diketahui bahwa Undang Undang Perkawinan
hanya mengatur masalah harta bersama dari cara perolehannya,
dan tidak membicarakan harta bersama dari aspek lainnya seperti
harta bersama dalam bentuk benda berwujud dan benda tidak
berwujud, harta yang menyangkut aktiva dan pasiva.

Permasalahan tentang pembagian harta bersama setelah ter-
jadinya perceraian sering dialami oleh pasangan suami istri yang
telah bercerai, juga terjadi di Kabupaten Sleman.
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PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumus-
kan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pem-
bagian harta perkawinan antara suami istri dalam perkara
Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN. Smn sudah sesuai dengan per-
aturan perundang-undangan yang berlaku?

2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta perkawinan
sebagai akibat perceraian dan apakah akibat hukum setelah
melakukan pembagian harta perkawinan tersebut?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pen-
dekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan
dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal -hal yang
bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan
norma hukum. Secara teoritik penelitian hukum normatif ini
sebagai sarana untuk menelitia data-data atau isu-isu hukum yang
bersifat kepustakaan dan atau data sekunder. Menurut Soerjono
Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum
normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka [5]. Disamping
itu juga dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data
empiris berupa hasil wawancara dengan responden.

Data dalam penelitian ini meliputi dua macam, yaitu data
primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan
cara pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh
keterangan yang relevan dengan objek penelitian melalui wawan-
cara mendalam (Indepth Interview). Pedoman wawancara (Interview
guide) dibuat sebelum terjun ke lapangan yang digunakan sebagai
pengarah pada saat wawancara. Sedangkan data sekunder
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dikumpulkan dengan studi pustaka, yang meliputi buku-buku,
peraturan perundang-undangan, dan putusan Pengadilan.

Data yang telah tekumpul selanjutnya dianaisis secara kuali-
tatif melalui tahap-tahap sebagai berikut: Pertama-tama dilakukan
Reduksi data yang meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian,
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformsi data mentah
yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan maupun
hasil wawancara yang ada. Dalam tahap ini, data disederhanakan,
mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai.

Data yang dipakai kemudian disusun untuk selanjutnya
disajikan melalui tahap berikutnya yaitu Penyajian Data, data dalam
penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks narasi. Kemudian
dari penyajian data tersebut selanjutnya diintepretasikan dan
selanjutnya ditarik kesimpulan.

Adapun penarikan kesimpulan berdasarkan tahapan-tahapan
tersebut, yaitu setelah data diperoleh dari lapangan, baik melalui
observasi, wawancara, maupun dari studi kepustakaan kemudian
direduksi dengan mendasarkan pada upaya untuk menjawab
permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan. Data yang
sudah direduksi sesuai dengan pokok masalah dan dibantu de-
ngan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya
direkonstruksi dengan pendekatan kualitatif ke dalam wuraian
diskripsi yang utuh dan akhirnya diambil kesimpulan.

HASIL

Suatu putusan pengadilan yang berkaitan dengan gugatan
perceraian dan pembagian harta di Pengadilan Negri Sleman
adalah Putusan pengadilan Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN. Smn.

Duduk perkara gugatan perceraian dan pembagian harta
bersama dalam Perkara Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN. Smn., adalah
sebagai berikut:
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Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan
Tergugat pada tanggal 07 November Tahun 2015 di hadapan
Pemuka Agama Kristen yang telah didaftarkan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, sesuai
dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 00349/PKW-
WNI/2015, tertanggal 09 November 2015;

Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan,
sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah kontrakan di daerah Triadi, Kabupaten Sleman, dan
terakhir tinggal di daerah Kapanewon Mlati, Kabupaten
Sleman;

Bahwa selama menjalani mahligai perkawinan antara Peng-
gugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki
yang lahir di Sleman tanggal 08 Juli 2017;

Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Peng-
gugat dan Tergugat berlangsung harmonis, tentram dan
bahagia, tetapi sejak bulan Mei 2020 kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi. Sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat
dan Tergugat yang megakibatkan keretakan hubungan antara
mereka. Bahkan puncak keretakan hubungan dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember
2021, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sejak
saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
mempedulikan lagi, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat berhasil memiliki harta bersama yang termasuk
benda tetap berupa bangunan rumah diatas tanah milik
Penggugat di Sendangadi, Mlati, Kabupaten Sleman seharga
Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah); Satu
unit mobil Kijang tahun rakitan 1996 yang mempunyai nilai
harga seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
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Satu unit mobil jenis Honda Freed tahun perakitan 2012
yang mempunyai nilai harga Rp. 140.000,- (Seratus empat
puluh ribu rupiah); Satu unit sepeda motor jenis Honda
Vario 125 CC tahun perakitan 2020 mempunyai nilai harga
pasar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah); Sebidang
tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak milik seluas
122 meter persegi di Sendangadi, Mlati, Kabupaten Sleman
seharga Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah)
yang dibeli secara cash tempo oleh Penggugat dan Tergugat
dan telah dibayar oleh Penggugat dan tergugat sejumlah
Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dan masih ada
kekurangan pembayaran sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus
enam puluh juta rupiah); Penggugat dan Tergugat jua
mempunyai hutang bersama sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima
ratus juta rupiah) beserta bungan bank yang melekat pada
pinjaman tersebut di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan
masa kredit selama 17 tahun dengan nominal angsuran Rp.
3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya
yang telah diangsur selama 7X (7 bulan).

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencoba membina
dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak ber-
hasil, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak
dapat lagi untuk hidup bersama dengan rukun, harmonis
dan bahagia sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup
bersama sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian mohon
kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutus-
kan cerai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon agar hak asuh anak
laki-laki yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan
Tergugat, menjadi hak asuh bersama antara Penggugat dan
Tergugat demi kepentingan dan perkembangan psikologis
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yang terbaik bagi anak meskipun telah bercerai tetap bisa
menikmati kasih sayang dari kedua orang tuanya.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-
Undang Nomor I Tahun 1974, maka harta-harta tersebut me-
rupakan harta bersama, dimana masing-masing pihak mem-
punyai hak seperdua (setengah bagian);

10. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti/saksi dan
kebenaran hukum.

PEMBAHASAN

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya
dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan
Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman
adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebas-
an hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam meru-
muskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang
dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara
yang diadilinya.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertim-
bangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim
dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat
meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib
menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap
perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal
53, berbunyi:

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung
jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
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(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan
pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Seorang hakim di dalam memutuskan suatu putusan didasari
peraturan yang berlaku, meskipun demikian hakim tidak hanya
mengacu pada peraturan yang bersifat teoritis, namun harus
mengacu perihal nyata lainnya dalam perkara yang ditanganinya,
yang tentunya tidak sama satu sama lainnya.

Sengketa Perceraian sebagai suatu peristiwa hukum yang
dialami sepasang suami isteri akan menimbulkan terjadinya suatu
sebab dan akibat hukum itu sendiri. Salah satu akibat hukum
dalam perceraian yang sering dirasakan oleh pasangan suami
istri yang bercerai adalah mengenai masalah pembagian ,harta
(harta perkawinan). Pembagian harta perkawinan dilakukan
oleh pihak suami istri yang telah bercerai untuk menuntut hak-
hak mereka keduanya atas harta yang telah di dapatkan semasa
melangsungkan perkawinan (harta bersama).

Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Perkawinan, segala
harta benda termasuk harta bersama dalam perkawinan pembagi-
annya diatur menurut hukumnya masing-masing. Pada penjelasan
Pasal 37 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan
hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan
hukum-hukum lainnya.

Pengertian harta bersarna adalah harta kekayaan yang
diperoleh selarna perkawinan di luar hadiah atau warisan de-
ngan rnaksud yaitu harta yang dapat atas usaha istri atau
sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan. Menurut Pasal 36
ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:rnengenai
harta bersarna suarni istri dapat bertindak atas persetujuan
kedua belah pihak. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perka-
winan dapat dijelaskan:
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1) Suarni dapat bertindak atas harta bersarna setelah rnen-
dapatkan persetujuan dari istri.

2) Istri dapat bertindak atas harta bersarna setelah rnendapat
persetujuan dari suarni [6].

Ketentuan Pasal 37 Undang Undang Perkawinan tersebut
terkadang menimbulkan multitafsir karena pada pasal tersebut
dinyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda
diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 mengenai harta perkawinan,
selanjutnya diberikan kepada para pihak yang bercerai untuk
menentukan jalur hukum mana yang nantinya digunakan untuk
menyelesaikan permasalahan pembagian harta keduanya. Tetapi
apabila diantara keduanya belah pihan diantara suami istri tidak
ada kesepakatan dalam memutuskan membagi harta perkawinan,
maka hakim Pengadilan dapat mempertimbangkan secara adil
dan sewajarnya.

Perihal pokok yang di jadikan sebagai acuan hakim dalam
memberikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan pada
rangkaian proses pembuktian di dalam persidangan hal yang
pertama yaitu, bahwa suami istri yang berperkara sebagai peng-
gugat dan tergugat pernah melakukan hubungan perkawinan yang
sah, dan perkawinannya telah dinyatakan putus oleh pengadilan
karena telah terjadinya perceraian antara tergugat dan penggugat.
Hal yang kedua, penggugat bisa membuktikan bahwa harta benda
(harta bersama dalam perkawinan) yang diperoleh dan didapatkan
selama perkawinan, dimulai sejak keduanya melangsungkan
perkawinan hingga melakukan perceraian. Dalam pembuktian ini
dapat dengan menunjukkan barang berupa bukti tertulis (surat),
saksi, pengakuan, serta sumpah.

Berkaitan hasil pemeriksaan dalam proses persidangan baik
berupa bukti tertulis maupun keterangan dari saksi-saksi yang
diajukan oleh penggugat maupun tergugat dalam perkara tersebut,
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juga fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan
akhirnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Perkara
Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN. Smn., yang diajukan Penggugat dengan
alasan ekonomi yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang menjadi alasan perceraian.
Pandangan Hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat tidak bisa dilanjutkan karena antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
yang diakibatkan karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh
Tergugat kepada Penggugat. Dasar hukum pertimbangan Hakim
dalam menyelesaikan perkara perceraian karena faktor ekonomi
yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus
menerus pada perkara Nomor : 18/Pdt.G/2022/PN. Smn. dengan
menggunakan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 19 hurf f Peraturan Pemerintah RI
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat
oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri
terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh
anak laki-laki yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat
dan Tergugat, menjadi hak asuh bersama antara Penggugat dan
Tergugat demi kepentingan dan perkembangan psikologis yang
terbaik bagi anak meskipun telah bercerai tetap bisa menikmati
kasih sayang dari kedua orang tuanya, di dalam pertimbanganya
tidak disinggung oleh Hakim. Namun sudah sewajarnya bahwa
anak tetap berhak atas hak asuh dan kasih sayang kedua orang
tuanya. Adanya perceraian tidak memutuskan hubungan antara
orang tua dan anak, tidak ada mantan anak dalam hubungan
antara orang tua dan anak.

Akibat dari terjadinya putusnya perkawinan karena perce-
raian, yaitu muncul hak asuh anak. Anak yang lahir dari hasil
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perkawinan tersebut tentu membutuhkan pembimbing, pen-
damping, dan pengasuh bagi dirinya sampai dewasa kelak.
Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan tidak menyebutkan secara rinci mengenai bagaimana
kelanjutan hak asuh terhadap anak, akan ada pada asuhan ayah
atau ibunya, dalam Undang Undang tersebut tidak menyebutkan
secara tegas siapa yang berhak memelihara anak setelah perceraian
melainkan hanya disebutkan kedua orang tua wajib memelihara
dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban
orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau
dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus
meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa;

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak
mereka sebaik-baiknya;

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal
ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri
kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara
kedua orang tua putus [7].

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41
disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian:

1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan men-
didik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan
anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-
anak, Pengadilan memberi keputusannya.

2) Bapak yangbertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan
dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak
dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut,
Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya
tersebut.
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3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan se-
suatu kewajiban bagi bekas istri.

Akibat terjadinya perceraian salah satunya adalah menyangkut
masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta
bersama. Seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang
Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian,
maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 37,
mengenai harta tersebut selanjutnya diberikan kepada para pihak
antara suami-istri yang melakukan proses perceraian, pihak-
pihak yang bercerai yang akan menentukan jalur hukum mana
yang nantinya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan
pembagian harta keduanya tersebut. Tetapi, jika diantara keduanya
tidak adanya kesepakatan dalam memutuskan membagi harta
keduanya antara suami-istri, maka hakim di Pengadilan dapat
mempertimbangkan secara adil dan sewajarnya.

Pembagian harta yang melalui pertimbangan Hakim, artinya
sudah sampai mengenai yang permasalahan pada mengadili
perkara tersebut, yang dilakukan di dalam lembaga peradilan
setempat yang harus berdasarkan dengan tata cara serta sudah
di tentukannya prosedur yang telah berlaku. Bagi yang beragama
Islam melakukan proses nya di bertempat di Pengadilan Agama,
sedangkan yang beragama“ selain agama Islam dapat diajukan
di Pengadilan Negeri. Pertimbangan Hakim pada umumnya me-
nekankan kepada nilai-nilai hukum yang sesuai dengan peraturan
yang berlaku, seperti sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri
dengan adanya saling keterbukaan antara para pihak apabila akan
menyelesaikan sengketanya di pengadilan [4].

Pembagiaan harta bersama dengan adil membuat kehidupan
jauh lebih tentram sesudah antara pihak suami-istri sah melakukan
perceraian. Pada dasarnya sebagai manusia kita diajarkan dalam
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menyelesaikan suatu permasalahan kehidupan dengan meng-
gunakan keadilan, jika masalah pembagaian harta bersama ini
tidak dilakukan dengan adanya rasa keadilan maka timbulah
percecokan diantara pasangan suami dan istri [8].

Dalam sengketa Perceraian sebagai suatu peristiwa hukum
akan menimbulkan terjadinya suatu sebab dan akibat hukum
itu sendiri. Adanya akibat hukum dalam perceraian yang paling
sangat dirasakan adalah setiap suami-istri mengenai masalah
pembagian ,harta bersama. Pembagian harta bersama dilakukan
oleh pihak suami-istri yang telah bercerai untuk menuntut hak-
hak mereka keduanya atas harta yang telah di dapatkan semasa
melakukan perkawinan.

Perlu untuk diingat bahwa putusan perceraian tidak secara
otomatis memutuskan atau menetapkan mengenai pembagian
harta gono-gini dalam perkawinan. Pengajuan pembagian harta
gono-gini dapat diajukan sesudah putusan perceraian mem-
peroleh kekuatan hukum tetap. Bagi pasangan suami istri yang
perkawinannya dicatatkan ke kantor catatan sipil maka gugatannya
diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat [9].

Pada dasarnya mengenai Pembagian harta bersama sebenarnya
pada pihak suami maupun istri mendapatkan harta yang adil
antara keduanya, pihak suami mendapat setengah dari harta yang
dimiliki bersama bersama istri, sedangkan istri mendapatkan juga
setengah dari harta bersama yang dimiliki keduanya, meskipun
pada hakikatnya istri tidak ikut andil dalam mencari nafkah
keluarga, tetapi seorang istri mempunyai tugas atau kewajiban
untuk mengurus dan mengatur rumah tangga nya. Dengan ini,
maka seorang istri berhak mendapatkan hak terhadap harta yang
diperoleh selama keduanya melakukan perkawinaan. Dengan ini
artinya bahwa apabila terjadinya suatu perceraian antara pihak
suami dan istri maka pada umumnya harta bersama harus di bagi
berdua, baik suami ataupun istri mendapatkan hak yang seimbang
(bagian masing-masing) [10].
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Perihal pokok yang di jadikan sebagai acuan hakim dalam
melakukan pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan pada
rangkain proses pembuktian di dalam persidangan yang dilakukan
oleh suami-istri pertama sebagai penggugat serta tergugat pernah
melakukan hubungan perkawinan yang sah serta dinyatakan
putus oleh pengadilan karena telah terjadinya perceraian antara
tergugat dan penggugat. Hal yang kedua, penggugat bisa mem-
buktikan bahwa harta benda (gono-gini) yang diperoleh dan di-
dapatkan semasa perkawinan keduanya, dimulai sejak keduanya
melangsungkan pernikahan hingga melakukan perceraian. Dalam
pembuktian ini dapat dengan menunjukkan barang berupa bukti
tertulis (surat), saksi, pengakuan, serta sumpah [4].

Salah satu putusan yang berkaitan dengan gugatan pembagian
harta dapat dilihat dalam perkara di Pengadilan Negeri Sleman
Putusan Perkara Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN. Smn.

Duduk perkara gugatan Penggugat dan Tergugat pada pokok-
nya adalah gugatan perceraian sementara gugatan pembagian harta
bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat, dimohonkan oleh Tergugat dalam gugatan Rekonpensi
yaitu;

Berkaitan dengan harta bersama yang dimohonkan Tergugat
dalam perkara tersebut diketahui, bahwa selama dalam perkawinan
antara Penggugat dan Tergugat berhasil memiliki harta bersama
yang termasuk benda tetap berupa bangunan rumah diatas tanah
milik Penggugat di Sendangadi, Mlati, Kabupaten Sleman seharga
Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah); Satu unit
mobil Kijang tahun rakitan 1996 yang mempunyai nilai harga
seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah); Satu unit mobil
jenis Honda Freed tahun perakitan 2012 yang mempunyai nilai
harga Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah); Satu
unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 CC tahun perakitan
2020 mempunyai nilai harga pasar Rp. 18.000.000,- (Delapan
belas juta rupiah); Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan
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Sertifikat Hak milik seluas 122 meter persegi di Sendangadi, Mlati,
Kabupaten Sleman seharga Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus enam
puluh juta rupiah) yang dibeli secara cash tempo oleh Penggugat
dan Tergugat dan telah dibayar oleh Penggugat dan tergugat
sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dan masih ada
kekurangan pembayaran sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam
puluh juta rupiah); Penggugat dan Tergugat juga mempunyai
hutang bersama sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)
beserta bungan bank yang melekat pada pinjaman tersebut di
Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan masa kredit selama 17 tahun
dengan nominal angsuran Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu
rupiah) per bulannya yang telah diangsur selama 7X (7 bulan).

Tanggapan Hakim yang menangani perkara tersebut adalah
bahwa Penggugat dan Tergugat dalam dalil gugatannya ternyata
menggabungkan antara gugatan perceraian dengan gugatan pem-
bagian harta bersama, padahal gugatan perceraian yang diajukan
pada Pengadilan Negeri tidak dapat digabungkan dengan pem-
bagian harta bersama/gono gini, sebab berdasarkan Ketentuan
Herziene Inlandsch Reglement/HIR (Hukum Acara Perdata)
proses persidangan dalam acara perdata dimulai terlebih dahulu
dengan sidang perceraian kemudian dilanjutkan dengan sidang
gugatan harta bersama/ gono gini sehingga tidak dapat dilakukan
bersamaan.

Pertimbangan Hakim selanjutnya, bahwa menurut Yurispru-
densi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 667 K/
Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, menyebutkan bahwa suatu
perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat
khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang
tunduk pada Hukum Acara yang berifat umum, sekalipun kedua
perkara itu erat hubungannya satu sama lain.

Menurut Advokat yang mendampingi Penggugat menjelaskan
bahwa ada gugatan harta bersama dalam gugatan rekonpensi
terhadap gugatan perceraian, boleh saja baik itu di Pengadilan
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Agama dan Pengadilan Negeri. Gugatan pembagian harta ber-
sama dalam gugatan rekonpensi lewat Pengadilan Agama, bisa
diajukan pada waktu mengajukan jawaban/eksepsi terhadap
gugatan penggugat atau dapat pula digugat tersendiri setelah
putus perceraian baik secara langsung oleh pihak yang berperkara
maupun memakai jasa advokat. Pemeriksaan pembagian harta
bersama yang diajukan dalam gugatan rekonpensi terhadap gu-
gatan perceraian dilakukan setelah tergugat diberikan kesem-
patan menjawab gugatan perceraian. Pembagian harta bersama
itu mengikuti gugatan perceraian, sehingga apabila gugatan per-
ceraiannya tidak diterima atau ditolak, maka gugatan pembagian
harta bersama juga bisa tidak diterima atau ditolak.

Pengajuan permohonan pembagian harta bersama dapat di-
lakukan dengan dua cara :

1) Pengajuan permohonan pembagian harta bersama yang dila-
kukan bersamaan dengan pengajuan permohonan percerai-
an (secara kumulatif) : dalam hal ini penggugat atau pihak
yang mengajukan permohonan perceraian dalam gugatannya
mengajukan permohonan cerai dan juga mengajukan permo-
honan pembagian harta bersama.(tetapi biasanya gugatan itu
tidak dapat diterima, dengan pertimbangan mempunyai 2
obyek yang berbeda ).

2) Pengajuan permohonan pembagian harta bersama yang ter-
pisah dengan gugatan permohonan perceraian : dalam hal
ini penggugat atau pihak yang mengajukan permohonan
perceraian dalam gugatannya hanya mengajukan permohonan
perceraian saja, sedangkan gugatan permohonan pembagian
harta bersama diajukan secara terpisah setelah adanya
putusan perceraian.

Pengajuan permohonan pembagian harta bersama yang
dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan perceraian
(secara kumulatif), disatu sisi punya kelebihan, tetapi disi lain
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juga ada kelemahannya. Kelebihannya yaitu, gugatan perceraian
dan gugatan pembagian harta bersama terdapat dalam satu
gugatan, sehingga pasa saat permohonan cerai dikabulkan oleh
hakim, dan pada saat hakim memutuskan bahwa para pihak telah
sah bercerai, dalam putusan tersebut juga telah diputus tentang
pembagian harta bersama yang diajukan permohonannya oleh
pihak yang mengajukan gugatan pembagian harta bersama,
sehingga para pihak tidak perlu mengajukan gugatan lagi. Adapun
kelemahannya adalah hakim dalam menangani perkara tersebut
membutuhkan banyak waktu, karena hakim selain memeriksa dan
memutus gugatan perceraian, juga langsung harus memeriksa dan
memutus tentang permohonan pembagian harta bersama dalam
perkara yang ditanganinya.

Pengajuan permohonan pembagian harta bersama yang ter-
pisah dengan gugatan permohonan perceraian disatu sisi mem-
punyai kelebihan, tetapi disisi lain juga ada kelemahannya. Kele-
bihannya yaitu hakim dalam menangani perkara tersebut tidak
memerlukan waktu lama, karena hakim hanya memutus tentang
permohonan perceraian saja, sehingga dalam segi waktu lebih
efisien. Sedangkan kelemahannya adalah bahwa pihak yang akan
mengajukan gugatan permohonan pembagian harta bersama harus
menunggu dikabulkannya permohonan perceraian dari hakim
atau setelah ada putusan perceraian secara sah dari pengadilan.
Para pihak harus menunggu proses persidangan dalam menangani
gugatan permohonan pembagian harta bersama tersebut.

Gugatan Penggugat dan Tergugat dalam Perkara Nomor: 18/
Pdt.G/2022/PN. Smn. menggabungkan antara gugatan perceraian
dengan gugatan pembagian harta Bersama, terjadi karena adanya
gugatan rekonpensi dari Tergugat, padahal gugatan perceraian
tunduk pada Hukum Acara yang bersifat khusus yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan peraturan pelaksanaannya, sedangkan gugatan pembagian
harta bersama tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum
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yang diatur dalam Herziene Inlandsch Reglement/HIR (Hukum
Acara Perdata).

Selanjutnya Hakim menimbang, bahwa dengan mendasarkan
pada ketentuan Herziene Inlandsch Reglement/HIR (Hukum
Acara Perdata) dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 667 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972
tersebut maka gugatan Penggugat yang menggabungkan gugatan
perceraian dengan gugatan pembagian harta bersama tidak dapat
dilakukan bersamaan, dengan demikian gugatan pembagian harta
bersama tidak dapat diterima.

Berdasarkan adanya penolakan gugatan pembagian harta
bersama tersebut, selanjutnya setelah adanya putusan perceraian
dari Pengadilan, para pihak yang berperkara sepakat untuk melak-
sanakan pembagian harta bersama secara kekeluargaan.

Adapun pembagian harta bersama tersebut kemudian dise-
pakati bahwa bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat di
Sendangadi, Mlati, Kabupaten Sleman seharga Rp. 260.000.000,-
(Dua ratus enam puluh juta rupiah) menjadi bagian Penggugat,
Satu unit mobil Kijang tahun rakitan 1996 yang mempunyai nilai
harga seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) menjadi
bagian Tergugat, Satu unit mobil jenis Honda Freed tahun pe-
rakitan 2012 yang mempunyai nilai harga Rp. 140.000.000,-
(Seratus empat puluh juta rupiah) menjadi bagian Tergugat, Satu
unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 CC tahun perakitan 2020
mempunyai nilai harga pasar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta
rupiah) menjadi bagian Tergugat, Sebidang tanah dengan bukti
kepemilikan Sertifikat Hak milik seluas 122 meter persegi di
Sendangadi, Mlati, Kabupaten Sleman seharga Rp. 360.000.000,-
(Tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang dibeli secara cash tempo
oleh Penggugat dan Tergugat dan telah dibayar oleh Penggugat
dan tergugat sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah),
dan masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 160.000.000,-
(Seratus enam puluh juta rupiah) menjadi bagian Tergugat dan
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Penggugat sanggup menanggung dan melunasi kekurangan pem-
bayarannya, hutang bersama sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus
juta rupiah) beserta bungan bank yang melekat pada pinjaman
tersebut di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan masa kredit
selama 17 tahun dengan nominal angsuran Rp. 3.500.000,- (Tiga
juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang telah diangsur
selama 7X (7 bulan) menjadi tanggung jawab Tergugat.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan mengatur, “Bila perkawinan putus karena perceraian,
harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang
dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing menurut pen-
jelasan tersebut adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-
hukum lainnya. Isi ketentian Pasal tersebut tidak menjelaskan
suatu pengaturan mengenai pengajuan permohonan pembagian
harta bersama apabila dikaitkan dengan gugatan perceraian.
Pengaturan pembagian harta bersama diatur menurut hukum yang
berlaku bagi para pihak, sehingga apabila pihak yang mengajukan
gugatan permohonan pembagian harta bersama beragama Islam
tentunya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dan hukum
yang dipakai sebagai dasar adalah hukum yang berlaku bagi yang
beragama Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam. Dan bagi yang
beragama selain Islam dapat memakai hukum adat dan hukum
lainnya, termasuk adanya kesepakatan diantara pihak yang
berperkara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Kajian
Yuridis Tentang Perceraian dan Pembagian Harta Perkawinan
Terhadap Putusan Perkara Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN. Smn. dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :
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Dasar hukum pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor:
18/Pdt.G/2022/PN. Smn. dengan menggunakan Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 19 hurf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.

Gugatan Penggugat terhadap Tergugat, yang menggabungkan
antara gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta
bersama, dengan mendasarkan pada ketentuan Herziene
Inlandsch Reglement/HIR (Hukum Acara Perdata) dan
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indo-
nesia No. 667 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 tidak
dapat diterima. Karena ditolaknya gugatan pembagian
harta bersama, maka selanjutnya pembagian harta bersama
dilaksanakan secara kekeluargaan dengan kesepakatan para
pihak yang berperkara.
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